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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme tugas panitia pembebasan tanah berdasarkan Kemendagri 

Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara 

Pemberian Hak Atas Tanah di Kabupaten Dompu bahwa panitia yang 

bertugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam 

rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/ 

tanaman tumbuh diatasnya yang pembentukannya ditetapkan oleh 

Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/ Kotamadya 

dalam suatu wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan-

peraturan yang berlaku berdasarkan asas musyawarah dan harga umum 

setempat. 

2. Fungsi anggota panitia pembebasan tanah menurut Kemendagri Nomor 15 

Tahun 1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai prosedur pemberian 

hak atas tanah adalah: (1) Pengajuan permohonan pembebasan tanah; (2) 

Pembentukan tim pembebasan tanah; (3)  Penaksiran ganti rugi; (4) 

Penyuluhan; (5) Inventarisasi; (6) Pengukuran tanah; (7) Musyawarah 

dengan pemilik untuk penetapan besarnya ganti rugi; (8) Pembayaran 

ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah; (9) Permohonan hak atas tanah; 

(10) Surat keputusan pemberian hak; (11) Penerbitan sertifikat hak atas 

tanah. 
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B. Saran 

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini pihak BPN serta instansi terkait, tetap 

menghargai pedoman pelaksanaan pembayaran ganti kerugian sesuai hak 

atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah berkaitan dengan 

masih banyaknya anggota masyarakat yang merasa dirugikan atas 

pelaksanaan pengadaan tanah yang selama ini  telah dilakukan oleh 

pemerintah. 

2. Perlu ditingkatkan lagi kinerja Pemerintah dalam proses pembebasan tanah 

yang dilakukan melalui Panitia Pembebasan tanah, sehingga kekeliruan 

mengenai status kepemilikan tanah dapat dihindari dengan meningkatkan 

etos kerja yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum. 

1. Kepada masyarakat, seharusnya jika memiliki sebidang tanah agar 

sesegara mungkin mengurus surat-suratnya agar supaya bukti kepemilikan 

akan tanah jelas sehingga menghindari sengketa dan memudahkan 

pemberian ganti rugi jika suatu saat dilakukan pembebasan tanah. 
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